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(NCHR), Pemantauan dan Evaluasi Perilaku Hakim dalam Penanganan Perempuan dan Anak
di Peradilan sesuai Perma 3/2017 dan Perma 5/2019 bersama AIPJ2, Mahkamah Agung RI,
dan Kelompok Masyarakat Sipil, serta Pelatihan Perempuan dan Anak: E-Learning Perma
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Project Manager dan Peneliti untuk Pemantauan dan Evaluasi Perilaku Hakim dalam
Penanganan Perempuan dan Anak di Peradilan sesuai Perma 3/2017 dan Perma 5/2019
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Peneliti untuk Survei Kebutuhan Hukum di Lampung dan Sulawesi Selatan tahun 2019
bersama Yayasan TIFA (2019 - 2020)

Peneliti untuk Penyusunan Indeks Akses terhadap Keadilan Tahun 2019 bersama IDLO
dan Bappenas RI (2019 - 2020)

Program IJRS yang Sedang Dijalankan

1.

Program Manager dan Peneliti untuk Kajian Portal Online Penyedia Informasi Bantuan
Hukum di Indonesia bersama PBHI dan Yayasan TIFA (2023)

Program Manager untuk Penguatan Anggaran Bantuan Hukum yang Berperspekiif
Kelompok Rentan di Indoensia bersama BPHN dan The Asia Foundation (2023)

Program Manager untuk Penguatan Ketebukaan Pemerintah Indonesia bersama
Bappenas RI dan Ford Foundation (2023)

Program Officer untuk Pelatihan Pendampingan Bantuan Hukum untuk Kelompok Rentan
bersama PBHI, Asosiasi LBH APIK Indonesia, YLBHI dan NCHR (2023)



5. Program Officer untuk Penyusunan Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia tahun
2022 (2023)

Hasil Publikasi

Buku
1. Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perempuan dan Anak Berhadapan
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(2020)
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14. Membangun Kapasitas Hakim dalam Mengadili TPESA (2020)

o

© 0N O

Artikel Jurnal
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Opini media, The Conversation tentang “RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk
prioritas DPR, tapi masyarakat masih memiliki pemahaman berbeda-beda”
(https://theconversation.com/ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-masuk-prioritas-dpr-ta
pi-masyarakat-masih-memiliki-pemahaman-berbeda-beda-158303), 2021

Opini media, The Conversation tentang “Siapkah Polisi menjadi garda terdepan
mekanisme pelaporan kekerasan seksual?”
(https://theconversation.com/siapkah-polisi-menjadi-garda-terdepan-mekanisme-pelapora
n-kekerasan-seksual-169726), 2021

Opini media, Pakar Menjawab: kenapa banyak korban kekerasan seksual malah minta
maaf atau menarik laporannya?
(https://theconversation.com/pakar-menjawab-kenapa-banyak-korban-kekerasan-seksual
-malah-minta-maaf-atau-menarik-laporannya-177460), 2022

Opini media, Pakar Menjawab: UU TPKS sudah sah! Apa yang patut dirayakan dan apa
yang kurang?
(https://theconversation.com/pakar-menjawab-uu-tpks-sudah-sah-apa-yang-patut-dirayak
an-dan-apa-yang-kurang-181330), 2022
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